
















2384 

 

26. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang 

bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu 

dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analis masalah, 

identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Perubahan Rencana strategis 

berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus 

berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan 

dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan 

kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang 

memiliki dampak terhadap masyarakat.  

Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu proses 

berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah 

kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis atau konflik 

yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau 

metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah 

rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak 

akibat perebutan kekuatan kekuasaan, serta penyesuaian peraturan 

perundang-undangan yang membutuhkan suatu rencana yang 

memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. 

Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk 

rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku 

kepentingan untuk mewujudkannya. Perubahan Rencana Strategis 

(Renstra) merupakan penyesuaian atas dokumen perencanaan yang 

menjadi acuan kerja program dan kegiatan dalam rentang waktu lima 

tahunan. Sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian peraturan 

perundang-undangan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Menyusun Perubahan Renstra Tahun 2022 yang dilakukan sebagai 

tindaklanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021, Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 

906/2114/SJ dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan 
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Penanggulangan Bencana Daerah. Terbitnya aturan baru tersebut 

menyebabkan perangkat daerah melakukan perubahan di level kegiatan 

dan sub kegiatan baik pada nomenklatur, indikator, target dan 

substansinya. 

Dalam proses perubahan rencana strategis ditentukan arah, 

tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan 

pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien.  

Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan 

lebih spesifik, perubahan rencana strategis menjadi alat untuk 

merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan.  

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

program OPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada 

lingkungnya yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap OPD 

harus selalu melalukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan 

berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja OPD.  

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu 

strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau 

taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk 

pemberi tanggung jawab, jadwal, dan suber-sumber daya. Strategis 

merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai – 

nilai, filosofi dan prioritas.  

Fungsi perubahan Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan 

berfungsi :  

a.  Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong   berbagai 

pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;  

b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 

sebagai dokumen operasional tahunan di OPD.  

Proses Penyusunan Perubahan Renstra: 

a. Tahap Persiapan 

Pembentukan tim penyusunan Perubahan Renstra OPD dan 

menyusun agenda kerja tim penyusunan Perubahan Renstra. Tim 

penyusunan Perubahan Renstra OPD bertugas menyelenggarakan 

forum OPD, merumuskan rancangan Perubahan Renstra OPD dan 

menyusun rancangan penetapan Perubahan Renstra OPD oleh 

Kepala OPD dengan Keputusan kepala OPD. Tim penyusun tersebut 

terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-
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masing OPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas 

perencanaan di OPD yang bersangkutan.  

b. Tahap Perumusan/Penyusunan  

Pengolahan data dan informasi  

Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. 

c.  Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari : 

 1) Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi 

potensi dan permasalahan pelayanan OPD  

 2) Analisis pengelolaan pendanaan OPD untuk mengidentifikasikan 

potensi dan permasalahan khusus pada spek pendanaan 

pelayanan OPD  

d.  Review Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra OPD 

Provinsi , mencakup :  

 1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu 

pelaksanaan Perubahan Renstra K/L   

 2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program 

prioritas  

 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu 

pelaksanaan Perubahan Renstra OPD Kabupaten/Kota.  

 4) Program prioritas OPD Propinsi dan target kinerja serta lokasi 

program prioritas.  

e.  Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup:  

 1)  Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang  

 2)  Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 

f.   Perumusan Isu- isu Strategis  

g.  Perumusan visi dan misi  

h.  Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD  

i.   Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD  

j.   Tahap Verifikasi  

k.  Tahap Penetapan  

 

Keterkaitan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya: 

a. Keterkaitan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar dengan RPJMD Kota Blitar.  
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Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan 

berwawasan 5 (lima) tahunan :  

1) Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran 

RPJMD. 

2) Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan 

Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau 

fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang 

disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.  

b. Keterkaitan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar dengan Renja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar. 

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang disusun sebagai 

dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi 

rencana kerja setiap tahun anggaran. 

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam 

sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat 

dilihat dalam bagan sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan 

 

       

 Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Perubahan Renstra 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang berpedoman 

pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar. Dengan demikian dokumen Perubahan Renstra merupakan 

penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala 

Daerah terpilih. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 

didasarkan pada ketentuan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor    17   Tahun   1950   

tentang  Pembentukan Daerah   Kota  Kecil  dalam   Lingkungan  

Propinsi   Jawa  Timur,  Jawa Tengah   dan   Jawa  Barat  (Berita  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1950 Nomor  42) sebagaimana 

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan  Nomor  17 

Tahun  1950  (Republik  Indonesia Dahulu)  tentang Pembentukan   
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Kota-Kota    Besar    dan    Kota-Kota    Kecil   di    Jawa (Lembaran   

Negara  Republik   Indonesia   Tahun   1954   Nomor    40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  25,   Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara   Republik   Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2019  tentang  Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019   tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 927); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

459); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 

2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 

288); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi  

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

30. Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D); 

32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2); 

33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 

tahun 2021-2026; 

35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); 

36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. 
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1.3. Maksud dan Tujuan  

Dokumen  Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021–2026 

merupakan dokumen resmi  perencanaan satuan kerja perangkat 

Daerah untuk 5 ( lima ) tahun ke depan, yang menggambarkan visi, 

misi, strategi, kebijakan program dan kegiatan strategi yang akan 

dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Blitar 

dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat untuk menyediakan arah kebijakan 

pembangunan  Daerah untuk 5 ( lima ) tahun ke depan. Dokumen 

Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar 2021 – 2026  ditetapkan dengan maksud : 

a. Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran kantor dalam 

melaksanakan prioritas – prioritas pembangunan di bidang 

penanggulangan bencana;  

b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan 

(stakeholder) dalam perencanaan pembangunan di bidang 

penanggulangan bencana;  

c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program 

kegiatan di bidang penanggulangan bencana.  

Adapun Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana 

Strategis          (Renstra) antara lain : 

a. Mengidentifikasikan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar selama 5 ( lima ) tahun  terakhir pada 

periode pembangunan yang lalu 

b. Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar selama 5 ( lima ) 

Tahun mendatang 

c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun  2021-2026 kedalam 

tujuan , sasaran, strategis dan arah kebijakan  

d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang disertai 

pendanaan indikatif selama 5 ( lima ) Tahun mendatang 

e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi 

tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar selama 5 ( lima ) tahun mendatang 
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f. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) 

Perangkat Daerah dan RKA SKPD dan 

g. Menjamin keterkaitan dan konsitensi antara perencanaan dan 

pengganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada 

setiap tahun anggaran selama 5 ( lima ) tahun  

h. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja 

tahunan  

i.      Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi 

pada masa depan  

j.      Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima  

 

1.4. Sistematika  Penulisan 

Perubahan Rencana Strategis  Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Fungsi Perubahan 

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan 

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

keterkaitan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra 

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah. 

1.2 Landasan Hukum 

 Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan 

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan 

fungsi, kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 
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1.4 Sistematika Penulisan 

 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan 

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta 

susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa 

saja sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah 

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah periode sebelumnya, 

mengemukakan capaian program prioritas Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dihasilkan 

melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan 

mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi 

dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah ini. 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

 Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum 

pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon 

dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditujukan untuk 

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (proses, prosedur, 

mekanisme). 

2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang 

dimiliki  Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya 

manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih 

operasional. 

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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 Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan sasaran/target 

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode 

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau 

indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau 

indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

 Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra 

Provinsi dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan 

terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang 

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi 

pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini 

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran 

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan 

pelayanan yang dibutuhkan. 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan 

pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

 Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah yang terkait dengan visi, 

misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah 

terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan 

pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 

dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong 

pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah 

dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang 

kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis 
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pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 

 Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat 

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L 

ataupun Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota. 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

 Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor 

penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

 Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempengaruhi 

permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah ditinjau dari : 

 1.  Gambaran pelayanan OPD; 

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra OPD 

3. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan 

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD 

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis 

dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan 

demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja 

isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun rencana. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN  

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 

 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah 

BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi 
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dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 

lima tahun mendatang 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  PENDANAAN  

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD. 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KOTA BLITAR 

 

 

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar     

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan 

salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Dalam Peraturan 

Walikota tersebut dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana 

urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta 

bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dipimpin oleh seorang 

Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 

Bagan Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar sebagai berikut : 
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A. Kepala 

(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

mempunyai tugas: 

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan 

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi 

secara adil dan setara;  

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan 

perundang-undangan;  

c. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;  

d. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;  

e. menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, 

kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada 

wilayahnya; 

f. menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana  

g. melaksanakan penataan system dasar penanggulangan 

bencana 

h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal 

dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;  

i. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan 

barang;  

j. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 

diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

(2)  Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:  

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan 

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat 

dan tepat, efektif dan efisien ;  

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan 

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh  
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c.  Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang 

pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi 

dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

B.  Unsur Pengarah 

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan 

saran kepada Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas 

penanggulangan bencana; 

(2) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :  

a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; 

b. pemantaun;  

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

daerah; dan  

d. mekanisme pengisian unsur pengarah diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

C.  Unsur Pelaksana 

(1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan 

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :  

a.  Pra bencana;  

b.  Saat tanggap darurat;  

c. Pasca bencana.  

(2) Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi:  

a.  pengkoordinasian;  

b.  pengkomandoan;  

c.  Pelaksana; dan  

d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan 

baik di dalam maupun diluar organisasi sesuai tugas dan 

fungsinya.  

(3) Fungsi koordinasi, merupakan fungsi koodinasi Kepala 

Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan 

perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di 

daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan 

pada tahap pra bencana dan pasca bencana.  

(4) Fungsi komando, merupakan fungsi komando Kepala Pelaksana 

BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, 
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peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi 

vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang 

diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.  

(5) Fungsi pelaksana, merupakan fungsi pelaksana Kepala 

Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan 

terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal 

yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan 

penyelenggaraan penanggulanan bencana dan ketentuan 

peraturan perundang – undangan; 

D.  Sekretariat Pelaksana 

(1) Sekretariat pelaksana dipimpin oleh seorang sekretaris yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Pelaksana; 

(2) Sekretariat pelaksana mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi 

perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang – bidang, 

pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi 

kepegawaian, dan administrasi keuangan;  

(3) Untuk menjalankan tugas, Sekretariat pelaksana 

menyelenggarakan fungsi:  

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala 

Badan ;  

b.  pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;  

c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan 

tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;  

d.  perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan 

penyusunan program / kegiatan Sekretariat;  

e.  pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT);  

f.  pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA);  

g.  pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan 

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);  
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h.  fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan 

perubahan penetapan kinerja; 

i.  pengoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan 

penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi 

Badan;  

j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah 

tangga dan tata usaha Badan;  

k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan 

dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;  

l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi 

perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan 

penyelenggaraan rapat-rapat dinas;  

m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;  

n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah 

yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi;  

o.  fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik 

daerah;  

p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata 

laksana dan produk hukum lainnya;  

q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban 

(SPJ) keuangan;  

r.  pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan;  

s.  fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar 

 Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan 

Standar Pelayanan Publik (SPP);  

t.  fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP);  

u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan 

pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan;  

v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan 
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Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 

w. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan 

Minimal urusan penanggulangan bencana; 

x. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan 

masyarakat di bidang penanggulangan bencana; 

y.  penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 

terkait layanan bidang Penanggulangan Bencana secara 

berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;  

y.  penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan 

administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan 

penatausahaan keuangan;  

aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan 

pelayanan informasi dan publikasi;  

bb. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;  

cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala 

Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya. 

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan 

tugas :  

a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan 

perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi 

umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; 

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan 

koordinasi dan pembinaan umum, keuangan, kepegawaian 

dan penatausahaan barang; 

c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau 

kegiatan Sub Bagian Imum dan Kepegawaian; 

d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, 

penaatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan 

keuangan serta pertanggungjawaban keuangan; 

e. melakukan penatausahaan keuangan Badan dan 

pengelolaan urusan gaji pegawai Badan, serta verifikasi 

surat pertanggungjawaban (SPJ); 

f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup 

Badan; 
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g. melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata 

kearsipan; 

h. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, 

protokoler, upacara dan rapat dinas; 

i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 

j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata 

laksana; 

k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, 

pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan 

barang inventaris atau asset perangkat daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

l. melaksanakan  pemeliharaan barang milik daerah yang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi; 

m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan 

penanggulangan bencana; 

n. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi 

kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan; 

o. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik 

(SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 

p. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP); 

q. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat 

pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan. 

r. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, 

pendataan hasil kerja serta Menyusun pelaporan kinerja 

administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan 

penatausahaan barang; dan 

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

E. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik 

(1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Pelaksana BPBD;  
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(2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik mempunyai 

tugas merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan 

dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra 

bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan mempunyai fungsi: 

 a.  perumusan kebijakan dibidang Pencegahan, mitigasi dan 

Kesiapsiagaan pada prabencana serta dukungan logistik dan 

pemberdayaan masyarakat; 

 b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta 

dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;  

c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga 

terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada 

prabencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan 

masyarakat; 

 d. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas dibidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan 

pemberdayaan masyarakat;  

e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 

dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;  

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 

dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat; dan 

g.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya.  

G.  Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

(1) Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana 

BPBD;  

(2) Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai 

tugas pokok merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan 

program dan/atau kegiatan dibidang tanggap bencana dan 

penanggulangan pasca bencana.  
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Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Kedaruratan, 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:  

a.  Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;  

b. Penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan 

pendukung di bidang penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi;  

c.  Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, 

penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi;  

d.  pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta 

kerjasama dibidang di bidang penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi;  

e. fasilitasi kegiatan di bidang di bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;  

f.  penyusunan instrumen operasional tugas bidang di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, 

penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi;  

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, 

penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi;  

h.  pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, 

penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi;  

i.  pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, serta 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 
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j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya  

H.  Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2.2  Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

      1.  Sumber Daya Manusia  

Sesuai dengan struktur organisasi diatas, komposisi Pegawai Negeri 

Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada 

Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan : 

- S3 berjumlah : - orang 

- S2 berjumlah : 1       orang 

- S1 berjumlah : 7       orang 

- D3 berjumlah : 1       orang 

- SLTA berjumlah : 2       orang 

- SLTP berjumlah : 1       orang 

b. Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut : 

- Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang 

- Pembina Tk. I (IV/b) : - orang 

- Pembina (IV/a) : 1 orang 

- Penata Tk. I (III/d) : 6 orang 

- Penata (III/c) : -  orang 

- Penata Muda Tk. I (III/b) : -  orang 

- Penata Muda (III/a) : 2 orang 

- Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang 

- Pengatur  (II/c) : - orang 

- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : -  orang 

- Pengatur Muda (II/a) : 1 orang 

- Juru Tk. I (I/d) : - orang 

- Juru (I/c) : - orang 

- Juru Muda Tk. I (I/b) : - orang 

- Juru Muda (I/a) : - orang 

c. Jabatan Struktural dan Fungsional yang terdapat pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar terdiri dari : 
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- Eselon II/a : - orang 

- Eselon II/b : -  orang 

- Eselon III/a : - orang 

- Eselon III/b : 3  orang 

- Eselon IV/a : 1  orang 

1 Berdasarkan jenis kelamin : 

- Laki-laki : 8 orang 

- Perempuan : 4 orang 

2 Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional : 

- Diklat Pim IV : 7 orang 

- Diklat Pim III :    orang 

- Diklat Pim II :    orang 

- Diklat 

Fungsional 

:    orang 

   Data Th 2022 

2. Aset 

Selain sumber daya manusia, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan 

prasarana kerja yang mengarah pada pencapaian  sistem kinerja 

yang baik. adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai 

saat ini dapat  diinformasikan  sebagaimana tabel berikut ini : 

Tabel. 2.2.1 

          Data Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar  

 NO. Jenis Jumlah Kondisi  

1. Printer 1 buah rusak 

2. Kendaraan Roda 4 4 buah baik 

3. Sepeda Motor  5 buah baik 

4. Komputer 2 buah baik 

5 Laptop 1 buah baik 

6 Genset 1 buah rusak  

7 Filing Kabinet 1 buah baik 

8.  Meja Tulis / Kerja 3 buah 2 baik, 1 rusak 

9. Kursi plastik 20 buah baik 

10 Tenda Pengungsi 1 Unit baik  

11 Lampu Sorot 1 Buah baik 
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12 Perahu karet  2 buah rusak berat 

13 HT 2 buah baik 

          Data Tahun 2021 

 

2.3 Kinerja Pelayanan dan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar 

Capaian kinerja dan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar  tahun 2016 – 2020 dijelaskan dalam tabel 2.3.1 dan 2.3.2 

berikut. Pada tahun 2016 – 2020 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja 

Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. 

Rasio Capaian adalah hasil perhitungan dari pembagian realisasi 

capaian indikator kinerja dengan target indikator pada Rencana 

Strategis (Renstra) pada tahun yang sama dan dikalikan dengan 100. 

Pada tahun 2016 – 2020 terdapat rasio yang bernilai N/A, dikarenakan 

operasi perhitungan pembagian tidak dapat dilakukan terhadap angka 

‘0’ yang merupakan target indikator Renstra pada tahun tersebut. 
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TABEL 2.3.1 

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR 

TAHUN 2016-2020 
No. Indikator 

Kinerja sesuai 
Tugas dan 

Fungsi 

Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikat
or Lain 

nya 

Target Renstra PD 

Tahun 

Realisasi Capaian 

Tahun 

Rasio Capaian 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Persentase 

kelurahan 

tangguh 

bencana 

        14,2

9% 

23,8

1% 

38,1

0% 

47,6

2% 

80,9%      

1.1 Jumlah 

Kelurahan 

Tangguh 

Bencana 

   3 5 8 10 17 3 5 8 10 17 14,2

9 

23,81 38,10 47,62 80,3 

1.2 Jumlah 

organisasi 

relawan 
kebencanaan 

Kota Blitar 

   NA NA 25 25 25 NA NA 25 25 25 NA NA 100 100 100 

2 Persentase 
dokumen 

kebencanaan 

yang disusun 

(%) 

        0 0 0 12,5 25      

2.1 Jumlah 

Dokumen 

kebencanaan 

yang disusun 

   0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 12,5 12,5 

3 Persentase 

penanganan 

kejadian 
bencana 

   100% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TABEL 2.3.2 

PENCAPAIAN SPM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR 

TAHUN 2016-2020 

No. Indikator 

Kinerja sesuai 
Tugas dan 

Fungsi 

Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indika
tor 

Lain 

nya 

Target Renstra PD 

Tahun 

Realisasi Capaian 

Tahun 

Rasio Capaian 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Pelayanan 

informasi 

rawan 

bencana 

   NA NA NA 100 100 NA NA NA 100 100 NA NA NA 100 100 

2 Pelayanan 

penecgahan 

dan 
kesiapsiagaan 

terhadap 

bencana 

   NA NA NA 100 100 NA NA NA 40 100 NA NA NA 40 100 

3 Pelayanan 

penyelamatan 

dan evakuasi 

korban 

bencana 

   NA NA NA 100 100 NA NA NA 66,6 100 NA NA NA 66,6 100 
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Tabel 2.3.3 

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR 

KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2020 

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

6
0
4
.7

1
3
.4

7
5
 

3
9
3
.0

7
0
.5

1
5
 

1
.1

9
2
.3

2
2
.1

6
9
 

2
.1

6
3
.3

6
6
.6

0
9
 

8
2
3
.9

2
5
.3

5
0
 

5
9
8
.5

1
7
.0

1
0
 

3
8
6
.4

1
8
.9

1
5
 

1
.1

4
4
.7

3
7
.2

3
3
 

2
.0

0
8
.8

9
7
.0

2
7
 

7
6
3
.1

1
2
.4

6
8
 98,98 98,31 96,01 92,86 92,62 

1
.0

3
5
.4

7
9
.6

2
3
,6

0
 

9
8
0
.3

3
6
.5

3
0
,6

0
 

Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

1
6
6
.6

8
9
.1

0
0
 

2
3
9
.5

0
0
.5

0
0
    

1
5
9
.6

4
4
.9

5
0
 

2
3
4
.0

8
7
.4

8
8
 

 

  95,77 97,74    

8
1
.2

3
7
.9

2
0
,0

0
 

7
8
.7

4
6
.4

8
7
,6

0
 

Program Peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

6
6
.2

4
0
.0

0
0
    

6
7
.0

0
0
.0

0
0
 

6
0
.0

0
0
.0

0
0
 

1
2
0
.6

4
0
.0

0
0
 

6
1
.4

9
1
.1

5
0
 

6
4
.8

9
0
.0

0
0
   

6
1
.0

3
0
.0

0
0
 

5
2
.7

2
2
.0

0
0
 

1
1
3
.4

3
7
.1

0
0
 

5
9
.3

0
5
.0

0
0
 97,96 91,09 87,87 94,03 96,44 

7
5
.0

7
4
.2

3
0
,0

0
 

7
0
.2

7
6
.8

2
0
,0

0
 

Program Peningkatan 

Pengembangan sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
Keuangan 

1
3
.0

4
4
.0

0
0
 

1
4
.8

9
1
.5

0
0
 

4
.1

1
1
.2

0
0
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
.0

0
0
.0

0
0
 

1
3
.0

4
4
.0

0
0
 

1
1
.0

2
9
.5

0
0
 

4
.1

1
1
.2

0
0
 

5
.0

0
0
.0

0
0
 

1
0
.0

0
0
.0

0
0
 100,00 74,07 100,00 100,00 100,00 

9
.4

0
9
.3

4
0
,0

0
 

8
.6

3
6
.9

4
0
,0

0
 

Program Pencegahan Dini dan 
Penanggulangan Korban 

Bencana Alam 

9
1
8
.9

4
4
.3

4
5
 

2
1

5
.3

4
8

.1
5

0
 

 

6
5
9
.9

8
6
.0

0
1
 

3
5
9
.9

7
3
.6

0
0
 

1
.0

0
7
.2

9
4
.3

0
0
 

9
0
3
.7

9
0
.1

3
1
 

2
1

1
.8

9
3

.1
6

8
 

 

6
1
1
.4

3
8
.3

0
0
 

3
2
6
.3

3
4
.3

0
0
 

7
6
3
.6

0
3
.0

0
0
 98,35 98,39 92,64 90,65 75,81 

6
3
2
.3

0
9
.2

7
9
  

5
6
3
.4

1
1
.7

8
0
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Pada tabel 2.3.2 di atas dijelaskan bahwa terdapat 1 (satu) 

program pada APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar tahun 2016 – 2021. Program Pencegahan Dini dan 

Penanggulangan Korban Bencana Alam. Pada Perubahan Rencana 

Strategis (Renstra) tahun 2018 terdapat perubahan jumlah program 

yaitu menjadi 4 (empat) program. Adapun nomenklatur program 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Program Pelayanan Perkantoran 

b. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah 

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 

Alam 

Rasio antara Realisasi dan Anggaran adalah perbandingan antara 

realisasi anggaran dan jumlah APBD pada tahun yang sama kemudian 

dikalikan dengan 100%. Sedangkan Rata-rata Pertumbuhan pada 

anggaran dan realisasi adalah nilai rata – rata dari selisih 

(pertumbuhan) masing – masing anggaran realisasi dari tahun ke 

tahun.  

 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

Penataan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal 

ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan 

kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan 

perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan 

eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan 

organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi, dan 

tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang 

lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang 

telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang 

kinerja Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan. 
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Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar memberikan sejumlah layanan baik 

layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut 

beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar: 

Tabel 2.4  
Pelayanan internal dan eksternal  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

Pelayanan Internal Pelayanan Eksternal 

1. Penyusunan program kerja 

Badan 

1. Pelayanan informasi rawan 

bencana 

2. Pelaksanaan inventarisasi, 

pengolahan, penyajian, dan 

pemeliharaan data 

2. Pelayanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

3.  Pengendalian, monitoring, dan 

evaluasi program 

3.  Pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana 

4.  Penyusunan laporan akuntabilitas 4.  Rekomendasi protocol 

kesehatan 

e. Penyusunan perbendaharaan 

keuangan 

 

f. Pelaksanaan verifikasi anggaran  

g. Penyusunan 

pertanggungjawaban anggaran 

 

8.  Pengelolaan kearsipan  

9. Penyelenggaraan 

kerumahtanggaan 

 

10. Pengelolaan data kepegawaian  

 

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan 

sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pengukuran ini dilakukan untuk 

melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka 

kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar 

dapat dikategorikan baik. 

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efesien, maka 
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dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi 

keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai 

yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi 

lingkungannya. Tantangan dalam pelayanan penanggulangan bencana 

adalah sebagai berikut :  

a)  Mensosialisasikan paradigma baru yang dirasakan masih banyak 

mengalami kendala, hal ini disebabkan masih banyaknya 

masyarakat yang belum memahami pentingnya kegiatan 

penanggulangan bencana;  

b)  Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas yang merupakan 

kemampuan internal organisasi dalam penanggulangan bencana. 

Kemampuan internal organisasi antara lain : perencanaan, 

kepegawaian, struktur, sistem, prosedur, arus informasi, 

komunikasi, pembuatan keputusan dan dukungan administrasi;  

c) Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan 

dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah 

rawan bencana;  

d)  Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses 

tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam 

pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam 

koordinasi dengan instansi terkait ;  

e)  Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi 

permasalahan penanggulangan bencana. 

 

Sedangkan peluang yang dapat dikembangan sesuai dengan 

pengembangan OPD adalah sebagai berikut :  

a)  Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan 

bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang 

terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan 

Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai 

saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus 

diperbaharui dan disempurnakan;  

b)  Sudah ada rencana pembentukan BPBD sebagai salah satu 

lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana 

daerah;  
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c)  Perhatian yang semakin besar dari Pemerintah maupun 

masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal pengurangan 

risiko bencana.  

d)  Perhatian dunia internasional terhadap penanggulangan bencana 

semakin besar;  

e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai masih 

memungkinkan;  

f)  Koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan 

(stakeholders) tinggi. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH 

 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam mengemban 

tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat 

strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu 

strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi. 

Isu–isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau 

fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja 

organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun 

eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap 

kinerja organisasi. 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar  

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar maka dapat diidentifikasi berbagai 

permasalahan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Identifikasi Permasalahan 

MASALAH 

POKOK 

MASALAH AKAR MASALAH 

Penanganan 

penanggulangan 

bencana alam 

dan non alam 

belum optimal 

Pengurangan resiko 

bencana belum 

optimal 

1. Masih minimnya dokumen 

penanggulangan bencana 

2. Belum optimalnya sosialisasi 

dan pembinaan terkait 

penanggulangan bencana 

dan kesiapsiagaan 

masyarakat 

3. Belum memiliki Perda 

kebencanaan 

4. Belum adanya sinkronisasi 

resiko bencana dengan RT-

RW 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil  Kepala 

Daerah Terpilih   

Visi dan Misi Walikota Blitar periode tahun 2021 – 2024 adalah: 
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Visi  : “ Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat” 

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam hal ini 

terkait dengan tujuan Misi ke 4 (empat) adalah : “Mewujudkan 

Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan 

Berkeadilan”. Pada Misi 4 (empat) ini dilaksanakan dengan 2 (dua) 

program yaitu : 

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2. Program Penanggulangan Bencana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar juga turut serta 

dalam mendukung program pembangunan daerah yang bersifat prioritas 

yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Adapun Program yang 

dimaksud adalah Program Blitar Membangun dan Kondusif dengan konsep 

operasional pada aspek sosial, program prioritas ini berupaya membangun 

kondusivitas Kota Blitar, yang antara lain melalui pemantapan kota tangguh 

bencana melalui pelatihan Tagana dan relawan sosial.   

 

3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra 

3.3.1 Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak 

terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam 

rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan 

Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“, maka visi BNPB 2015-

2019 adalah “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Visi 

tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu 

bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan 

kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, 

menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan 

daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana. 

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan 

fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan 

melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian 
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Visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan Misi Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu: 

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun 

budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam 

pembangunan nasional; 

2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, 

efektif dan efisien; 

3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat 

pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih 

baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko 

bencana; 

4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan 

peralatan penanggulangan bencana; 

5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan 

dengan prinsip good governance. 

Dalam mencapai sasaran menurunnya indeks risiko bencana 

dipusat - pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi banyak dijumpai 

factor penghambat dan faktor pendorong. Faktor-faktor tersebut 

dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Faktor Penghambat 

a. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam 

implementasi rencana pembangunan secara efektif dan 

komperhensif; 

b. Belum tersedianya prosedur operasional standar 

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai; 

c. Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana 

sampai tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan 

terhambatnya pelaksanaan analisa spasial; 

d. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi 

secara reguler; 

e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan 

bencana; 

f.    Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka 

penanggulangan bencana; 
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g. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan 

pendanaan kepada pemerintah pusat; 

h. Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia; 

i.    Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

j.    Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif 

dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada 

masyarakat; 

k. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum 

terbangun secara terpadu dan terintegrasi. 

2. Faktor Pendorong 

a. Tersedianya peraturan perundang-undangan PB; 

b. Eksistensi kelembagaan BNPB yang setingkat menteri 

memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait 

menjadi lebih kuat; 

c. Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana 

di Jakarta dan Malang yang siap 24 Jam; 

d. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat BNPB, 33 provinsi dan 127 

kabupaten/kota dan telah mengikuti pelatihan peningkatan 

kapasitas sejak tahun 2010; 

e. Terlaksananya inisiasi kerjasama dengan BNSP dalam 

pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan 

Bencana (LSP-PB); 

f. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah 

daerah; 

g. Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi 

penyelenggaraan penanggulanan bencana; 

h. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan 

terus meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti 

dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terus 

meningkat; 

i. Tersusunnya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana 

Tsunami; 

j. Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana 

Tata Ruang; 
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k. BNPB telah memiliki Kajian Akademik Rencana Induk 

Penanggulangan Bencana; 

l. BNPB telah memiliki Indeks Rawan Bencana Indonesia; 

m. BNPB telah memiliki Program Sekolah Aman dan Materi Ajar 

Pendidikan Bencana; 

n. BNPB sudah memiliki Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi; 

o. BNPB sudah memiliki Masterplan Pengurangan Risiko 

Bencana Tsunami; 

p. Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik dimana BNPB menerbitkan Perka Nomor 9 

Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB; 

q. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM (selama 

kurun waktu 2009-2014, BNPB telah melaksanakan pelatihan 

peningkatan kapasitas bagi 3.500 orang); 

r. Pengalaman penanganan bencana diberbagai tempat di 

Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan 

penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik; 

s. Tersedianya perangkat Data Informasi Bencana Indonesia 

(DIBI) untuk mendukung penyediaan data dan informasi PB; 

t. Terbangunnya Pusdalops PB di Pusat dan daerah; 

u. Selama 2008-2014, BNPB telah menyediakan dan 

mendistribusikan logistik dan peralatan sebagai stok 

persediaan (buffer stock) bagi BPBD di 33 provinsi dan 427 

BPBD kabupaten/kota untuk kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana; 

v. Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana; 

w. BNPB telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB); 

x. BNPB telah memiliki Program Desa Tangguh Bencana. 

1.3.2 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi 

Jawa Timur 

Rumusan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti yang 

termaktub di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 

adalah : “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, 

Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang 
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Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong 

Royong”. Berpedoman pada arah pembangunan daerah Jawa Timur 

sebagaimana termuat dalam RPJPD Jawa Timur 2005 - 2025, dan 

berbagai capaian pembangunan periode 2014-2019 yang signifikan, 

potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Jawa Timur lima tahun 

ke depan, dan visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur 

Jawa Timur terpilih ( 2019 – 2024 ), maka diperlukan 

kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi 

berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju 

Jawa Timur yang lebih baik. 

Visi terwujudnya “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, 

Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat 

Gotong Royong”, berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jawa Timur 

juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi 

kemajuan, serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara 

keseluruhan, Jawa Timur untuk Indonesia. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2019 - 2024, 

ditempuh melalui misi berikut: 

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar 

Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;  

2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, 

Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok 

Rentan;  

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, 

Partisipatoris 

Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang 

Sosial yang menghargai prinsip Kebhinnekaan; 

4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong 

Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan 

Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang 

Budaya. 

Telaahan terhadap Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa 

Timur bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan 

tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-
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isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Telaah ini merupakan 

proses penting untuk harmonisasi dan sinergisasi antara Renstra 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dengan Renstra 

BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang 

tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan 

Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis Kota Blitar 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 

angin topan, dan tanah longsor. 

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal 

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

Peristiwa/kejadian bencana pada dasarnya dapat dikategorikan 

dalam 2 bagian besar yaitu kejadian/bencana yang dapat di prediksi 

maupun yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, hal ini sangat terkait 

dengan ulah dan perilaku masyarakat ataupun factor kondisi alam. 

Menyikapi kondisi demikian maka KLHS Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah focus perhatiannya lebih diarahkan pada upaya pra-

bencana terutama ancaman bencana yang diprediksi seperti banjir, 

tanah longsor, kekeringan, polusi dan sebagainya. 

Untuk menangani kejadian bencana baik alam maupun non alam 

tentunya diusahakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menghadapi berbagai jenis bencana yang berpotensi dapat terjadi di 

Kota Blitar. Sekaligus memberikan pendidikan budaya masyarakat yang 

sadar akan bencana sehingga dalam perilaku dan tindakan tidak  

menimbulkan bencana.  
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Pentingnya tanaman lindung baik untuk lingkungan, sebagai 

upaya mengurangi dampak polusi, penyiapan debit air yang di arahkan 

pada masyarakat sejak dini sehingga mengurangi dampak kekeringan 

tidak malah justru melakukan penebangan pohon. 

Melalui konservasi lahan dan rehabilitasi lahan guna untuk 

menjaga keselarasan dan keseimbangan ekosistem terutama dengan 

tumbuh-tumbuhan yang mampu menyimpan air dikala musim 

kemarau untuk mengatasi kekeringan dan kebutuhan air bagi 

masyarakat. Melalui kajian resiko bencana yang pasti di diselaraskan 

dengan perencanaan pembangunan daerah maka pada rencana tata 

ruang dan wilayah (RTRW) yang implementasinya pada kajian 

pengurangan resiko bencana sebagai dasar dan proses pembangunan 

fisik baik untuk fasilitas umum, perkantoran, perdagangan, dan 

fasilitas lainnya. 

 

3.5  Penentuan Isu-Isu Strategis 

Sebagai  wujud dari pelaksanaan pelayanan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, dengan memperhatikan 

tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar, berikut permasalahan kebencanaan yang akan dihadapi untuk 5 

(lima) tahun kedepan yaitu : 

1. Rendahnya kesadaran atau mininmnya pengetahuan masyarakat 

tentang pentingya pencegahan dan penanggulangan becana;  

2  Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;  

3  Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis 

pengurangan risiko bencana;  

4. Belum optimalnya Sosialisasi terhadap masyarakat maupun 

komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana; 

5. Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli geografi / geologi dalam 

Penanggulangan Bencana;  

Adapun  isu-isu strategis yang terkait kebencanaan diantaranya: 

1 . Peningkatan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam 

penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk merangkul semua 

pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal 

pemerintah, maupun lembaga – lembaga terkait kebencanaan, 

swasta, dan masyarakat; 
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2 . Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang 

memadai sesuai dengan standart minimal BNPB; 

3. Mengedukasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam 

penanggulangan bencana dengan membentuk kelurahan tangguh 

bencana; 

4 . Peningkatan kapasitas SDM, baik secara mandiri maupun dengan 

mengikuti program – program yang diselenggarakan oleh Pusat dan 

Pemerintah Propinsi; 

5 . Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi; 

6 . Peningkatan fasilitas bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi 

kerusakan korban terdampak; 

7 . Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha melalui program CSR 

baik pada fase pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca 

bencana. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan 

Bencana Kota Blitar 

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan , maka 

selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD . Gambaran 

mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator 

kinerja disajikan dalam tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar  

Tahun 2021-2026 
 

N

O 

TUJUAN  SASARAN  INDIKAT

OR  
TUJUAN 

/ 

SASARAN 

RUMUS 

FORMUL
ASI 

PERHITU

NGAN 

TARGET KINERJA 

TUJUAN / SASARAN PADA 
TAHUN KE- 

 

     202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

1 Meningka

tnya 
kapasitas 

ketanggu

han 
terhadap 

bencana 

Meningkatn

ya 
Kapasitas 

Daerah 

dalam 
Menghadapi 

Bencana 

Indikator 

Tujuan: 

      

Indeks 
Ketahana

n Daerah 

(IKD) 

Nilai 
Indeks 

0,56 0,58 0,60 0,62 0,65 

Indikator 

Sasaran: 

      

Indeks 

Kapasitas 
Daerah 

Nilai 

Indeks 

0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 

Meningkatn
ya Tata 

Kelola 

Perangkat 
Daerah 

Nilai 
SAKIP 

Perangka

t Daerah 

Hasil Nilai 
Sakip PD 

A 
(80) 

A 
(80) 

A 
(80) 

A 
(80) 

A 
(80) 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

Untuk mencapai salah satu sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam 

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun 

alternatif-alternatif strategi dan arah kebijakan sebagaimana table berikut:  

Tabel. 5.1 

Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan   

Visi      : “ Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat” 

Misi 4   : “Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang 

Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan” 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatny 

a kualitas 

lingkungan 

hidup 

Meningkatnya 

kapasitas 

ketangguhan 

terhadap 

bencana 

Peningkatan 

kesiapsiagaan 

menghadapi 

bencana 

Peningkatan kapasitas 

SDM dan kelembagaan 

dalam penanggulangan 

bencana 

Peningkatan kelurahan 

tangguh bencana 

Peningkatan sarana 

prasarana pendukung 

penanganan bencana 

Optimalisasi koordinasi 

penanganan bencana 

Pemenuhan prasyarat 

ketahanan daerah 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

 

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka 

mencapai tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus 

dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan tugas dan fungsis Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu 

program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan 

program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi 

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna 

mencapai sasaran tertentu.  Penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana 

tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar. (Tabel 6.1) 
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TABEL 6.1 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KOTA BLITAR TAHUN 2022 

 

Tujuan Sasaran Kode Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan Perangkat 
Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan/S
ub kegiatan  

Rumus Perhitungan Satuan Target Kinerja Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan dan Kerangka 

Pendanaan 

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 

Data Awal 2022 

2020 K Rp 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

Meningkatnya 
kapasitas 
ketangguhan 
terhadap 
bencana 
  

  
  
  

Meningkatnya 
Kapasitas Daerah 
dalam Menghadapi 
Bencana 
  
  

  
  

 
  Indikator Tujuan :         

 
  

 

  
Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD) 

Nilai Indeks angka   0,56 
 

  

 
  Indikator Sasaran:         

 
  

 

  
Indeks Kapasitas 
Daerah 

Nilai Indeks angka   0,53 
 

  

1.05.03 
  
  

Program 
Penanggulangan 
bencana 

Persentase SDM 
penanganan bencana 
yang terlatih 

Jumlah SDM 
penanganan bencana 
yang terlatih : 
Jumlah SDM 
penanganan bencana 
x 100% 

% NA 91 

1
.1

5
3
.0

7
7
.4

3
0
 

  
 

Bid. PKL 
Bid. KRR 

Kota 
Blitar 

    Jumlah Kelurahan 
Tangguh Bencana 
Kategori Madya 

Jumlah Kelurahan 
Tangguh Bencana 
dengan predikat 
Kategori Madya yang 
dibentuk pada tahun 
bersangkutan 

kelurahan 1 1 

  

  

    Persentase 
kelengkapan sarana 
prasarana pendukung 
penanganan bencana 

jml jenis sarpras 
kebencanaan yang 
dimiliki/jml sarpras 
kebencanaan yg 
wajib dimiliki x 100% 

% NA 40 

  

  

      Persentase kecepatan 
respon kurang dari 24 
jam untuk setiap 
status darurat 
bencana 

jml status darurat 
bencana dengan 
kecepatan respon 
kurang dari 24 jam  : 
jumlah status 
darurat bencana x 
100% 

% NA 100 

  

  

    1.05.03.
2.02 

Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Persentase kompetensi 
SDM penanganan 
bencana yang terlatih 

Jumlah SDM 
penanganan bencana 
yang terlatih : 
Jumlah SDM 
penanganan bencana 
x 100% 

% NA 86 

3
3
8
.8

7
3
.6

9
0
 

  

      Persentase  kelurahan 
yang diusulkan 
kelurahan tangguh 
bencana kategori 

Jumlah  kelurahan 
yang diusulkan 
kelurahan tangguh 
bencana kategori 

% NA 4,7   
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Tujuan Sasaran Kode Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan Perangkat 
Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan/S
ub kegiatan  

Rumus Perhitungan Satuan Target Kinerja Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan dan Kerangka 

Pendanaan 

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 

Data Awal 2022 

2020 K Rp 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

Madya Madya tahun 
bersangkutan : 
Jumlah 

pendampingan 
kelurahan tangguh 
bencana x 100% 

      Persentase Warga 
Negara yang 
memperoleh layanan 

informasi rawan 
bencana 

Jumlah Warga Kota 
Blitar yang 
memperoleh layanan 

informasi rawan 
bencana : Jumlah 
Warga Kota Blitar x 
100% 

% NA 100   

     Persentase 
pemanfaatan sarana 

prasarana pendukung 
penanganan bencana 

Jumlah sarana 
prasarana 

pendukung 
penanganan bencana 
yang dimanfaatkan : 
Jumlah sarana 
prasarana 
pendukung 
penanganan bencana 
yang dimiliki x 100% 

% NA 40   

    1.05.03.
2.02.02 

Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

1. Jumlah peserta 
pembekalan 
pencegahan dini dan 
penanggulangan 
bencana alam 

1. Jumlah peserta 
pembekalan 
pencegahan dini dan 
penanggulangan 
bencana alam  pada 
tahun bersangkutan 

orang 300 orang 370 orang 

1
3
5
.2

5
8
.1

2
0
 

Bid. PKL  

    

  

  2. Jumlah 
pendampingan 
kelurahan tangguh 
bencana 

2. Jumlah 
pendampingan 
kelurahan tangguh 
bencana  pada tahun 
bersangkutan 

kelurahan 17 
kelurahan 

21 
kelurahan 

  

        3. Jumlah 
penyebarluasan 
informasi 
kebencanaan 

3. Jumlah 
penyebarluasan 
informasi 
kebencanaan  pada 
tahun bersangkutan 

jenis 0 4 jenis   

    1.05.03.
2.02.03 

Pengendalian Operasi 
dan Penyediaan 
Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

1. Jumlah peserta 
rapat koordinasi 
PUSDALOPS PB dan 
penanganan kejadian 

1. Jumlah peserta 
rapat koordinasi 
PUSDALOPS PB dan 
penanganan kejadian 
pada tahun 
bersangkutan 

orang 0 250 orang 

2
0
3
.6

1
5
.5

7
0
 

Bid. PKL  

      2. Jumlah sarana dan 
prasarana kebencanaa  
yang tersedia 

2. Jumlah sarpras 
kebencanaan yang 
tersedia pada tahun 

jenis 0 3 jenis   
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Tujuan Sasaran Kode Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan Perangkat 
Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan/S
ub kegiatan  

Rumus Perhitungan Satuan Target Kinerja Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan dan Kerangka 

Pendanaan 

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 

Data Awal 2022 

2020 K Rp 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

bersangkutan 

    1.05.03.
2.03 

Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Persentase Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Jumlah Korban 
kejadian Bencana 
yang mendapatkan 
Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana  : Jumlah 
korban kejadian 

Bencana x 100% 

% NA 100 

7
1
6
.9

3
9
.5

0
0
 

  

    1.05.03.
2.03.04 

Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Logistik untuk 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Logistik 
untuk Penyelamatan 
dan Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

pada tahun 
bersangkutan 

jenis 19 jenis 12 jenis 

7
1
6
.9

3
9
.5

0
0
 Bid. KRR  

    1.05.03.
2.04 

Penataan Sistem 
Dasar 
Penanggulangan 
Bencana 

Persentase dokumen 
penataan Sistem 
Dasar 
Penanggulangan 

Bencana yang 
Tersusun 

Jmlah dokumen 
penataan Sistem 
Dasar 
penanggulangan 

bencana yang telah 
tersusun/ jumlah 
dokumen penataan 
Sistem Dasar 
penanggulangan 
bencana yg 
seharusnya disusun 
x 100% 

% 12,5 25 

1
7
0
.5

5
1
.9

2
0
 

  

    1.05.03.
2.04.03 

Kerjasama Antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah peserta rakor 
antar lembaga dalam  
penanganan bencana 

Jumlah peserta rakor 
antar lembaga dalam  
penanganan bencana 
pada tahun 
bersangkutan 

orang 50 orang 170 orang 

1
7
0
.5

5
1
.9

2
0
 

Bid. PKL  

      Jumlah dokumen 
penanggulangan 
bencana 

Jumlah dokumen 
penanggulangan 
bencana pada tahun 
bersangkutan 

dokumen 1 dokumen 2 dokumen   

Meningkatnya 

Tata Kelola 
Perangkat 
Daerah 

Meningkatnya 

Kinerja Perangkat 
Daerah 

  Indikator Sasaran:          

  

  

  Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

Hasil Nilai Sakip PD  nilai    A (80)     

5.01.01  Program penunjang 
urusan 
pemerintahan daerah 
 
 
 
 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Indeks Baik   79 

5
.2

3
5
.2

5
1
.6

5

0
 

Sekretariat  
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Tujuan Sasaran Kode Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan Perangkat 
Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan/S
ub kegiatan  

Rumus Perhitungan Satuan Target Kinerja Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan dan Kerangka 

Pendanaan 

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 

Data Awal 2022 

2020 K Rp 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

5.01.01.
2.01  

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase 
penyusunan dokumen 
perencanaan dan 

pelaporan yang tepat 
waktu dan sesuai 
standar 

Jml dok perencanaan  
dan pelaporan 
tersusun tepat waktu 

/Jml dok 
perencanaan dan 
pelaporan yang 
harus tersusun  x 
100% 

% 100 100 

5
2
.0

0
1
.3

0
0
 

  

5.01.01.
2.01.01 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah jenis dokumen 
perencanaan  yang 
tersusun  (RENSTRA, 
PK, RENAKSI, 
PROBIS, SOP, RENJA, 
RKA, DPA, PRKA, 
DPPA, GENDER) 

Jumlah jenis 
dokumen  
perencanaan 
perangkat daerah 
yang telah disusun 
pada tahun 
bersangkutan 

dokumen 0 11 
dokumen 

8
.5

1
0
.2

0
0
 

  

8.01.01.
2.01.05 

Evaluasi  kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah jenis dokumen 
Evaluasi  kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah jenis 
dokumen pelaporan  
perangkat daerah 
yang telah disusun 
pada tahun 
bersangkutan 

dokumen 0 1 dokumen 

9
.9

8
0
.9

0
0
   

5.01.01.
2.01.06 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah jenis dokumen  
pelaporan yang 
tersusun (LKjIP, LKPJ, 
LPPD, SKM, SPM, 
Evaluasi RKPD, 
Pengukuran kinerja 
tribulan, monev 
tribulan, SPIP) 

Jumlah jenis 
dokumen  pelaporan 
yang tersusun (LKjIP, 
LKPJ, LPPD, SKM, 
SPM, Evaluasi RKPD, 
Pengukuran kinerja 
tribulan, monev 
tribulan)  pada tahun 

bersangkutan 

dokumen 0 9 dokumen 

3
3
.5

1
0
.2

0
0
 

  

5.01.01.
2.02  

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase pelayanan 
administrasi keuangan 
perangkat daerah 
sesuai standar 

Jml pelayanan 
administrasi 
keuangan perangkat 
daerah yang sesuai 
standar /Jml 

pelayanan 
administrasi 
keuangan perangkat 
daerah  x 100% 

% 100 100 

3
.4

3
0
.7

6
9
.0

0
0
 

  

5.01.01.
2.02.01 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah ASN yang 
terbayarkan Gaji dan 

Tunjangan 
 
 
 
 
 

Jumlah ASN yang 
terbayarkan Gaji dan 

Tunjangan pada 
tahun bersangkutan 

ASN 0 23 ASN 

3
.4

2
3
.0

0
0
.0

0
0
   

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Tujuan Sasaran Kode Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan Perangkat 
Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan/S
ub kegiatan  

Rumus Perhitungan Satuan Target Kinerja Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan dan Kerangka 

Pendanaan 

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 

Data Awal 2022 

2020 K Rp 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

5.01.01.
2.02.07  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan
/Semesteran  

Jumlah jenis dokumen 
laporan keuangan 
yang tersusun 

(Bulanan/Triwulanan/
emesteran) 

Jumlah jenis 
dokumen laporan 
keuangan yang 

tersusun 
(Bulanan/Semestera
n) pada tahun 
bersangkutan 

dokumen 0 5 dokumen 

7
.7

6
9
.0

0
0
 

  

5.01.01.
2.05 

Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase pelayanan 
administrasi 

kepegawaian 
perangkat daerah yang 
sesuai standar 

Jml pelayanan 
administrasi 

kepegawaian 
perangkat daerah 
yang sesuai standar 
/Jml pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah  x 
100% 

% 100 100 

8
5
.9

9
4
.2

0
0
 

  

5.01.01.
2.05.10  

Sosialisasi Peraturan 
Perundang - 
Undangan 

Jumlah event daerah 
dan hari besar 
nasional yang diikuti 

Jumlah event daerah 
dan hari besar 
nasional yang diikuti 
pada tahun 
bersangkutan 

event 0 4 event 

8
5
.9

9
4
.2

0
0
 

  

Jumlah Publikasi 
Program/kegiatan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Publikasi 
Program/kegiatan 
Perangkat Daerah 
pada tahun 
bersangkutan 

jenis 0 3 jenis   

5.01.01.
2.06 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
ketersediaan 
administrasi umum 
perangkat daerah 
sesuai standar 

Jml administrasi 
umum perangkat 
daerah yang tersedia 
/Jml administrasi 
umum perangkat 
daerah yang harus 
tersedia  x 100% 

% 100 100 

1
.2

9
3
.1

6
8
.4

5
0
   

5.01.01.
2.06.01 

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah jenis 
komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor yang 
tersedia 
 
 

Jumlah jenis 
komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 
yang tersedia pada 
tahun bersangkutan 

komponen 0 6 
komponen 

2
1
.8

5
9
.4

0
0
   

5.01.01.
2.06.02 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah perlengkapan 
gedung kantor yang 
terpenuhi (TERMASUK 
MEBELAIR) 

Jumlah 
perlengkapan gedung 
kantor yang 
terpenuhi 
(TERMASUK 
MEBELAIR) pada 
tahun bersangkutan 

jenis 0 10 jenis 

9
6
1
.7

5
0
.4

0
0
   

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Tujuan Sasaran Kode Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan Perangkat 
Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan/S
ub kegiatan  

Rumus Perhitungan Satuan Target Kinerja Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan dan Kerangka 

Pendanaan 

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 

Data Awal 2022 

2020 K Rp 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

Jumlah peralatan 
gedung kantor yang 
terpenuhi 

Jumlah peralatan 
gedung kantor yang 
terpenuhi pada 

tahun bersangkutan 

jenis 0 10 jenis   

5.01.01.
2.06.03 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah jenis 
peralatan rumah 
tangga kantor yang 
tersedia 
 

 
 

Jumlah jenis 
peralatan rumah 
tangga kantor yang 
tersedia pada tahun 
bersangkutan 

jenis 0 30 jenis 

6
1
.1

9
6
.6

0
0
   

5.01.01.
2.06.04 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah dos/kotak 
makanan dan 
minuman yang 
tersedia 

Jumlah dos/kotak 
makanan dan 
minuman yang 
tersedia pada tahun 

bersangkutan 

dos 0 1100 dos 

4
7
.8

3
6
.6

5
0
 

  

Jumlah jenis alat tulis 
kantor yang tersedia 

Jumlah jenis alat 
tulis kantor yang 
tersedia pada tahun 
bersangkutan 

jenis 0 43 jenis   

5.01.01.
2.06.05 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah barang 
cetakan yang tersedia 

Jumlah barang 
cetakan yang 
tersedia pada tahun 
bersangkutan 

cetakan 0 8 cetakan 

3
9
.0

5
1
.4

0
0
   

Jumlah lembar 
penggandaan 

Jumlah lembar 
penggandaan pada 
tahun bersangkutan 

lembar 0 30000 
lembar 

  

5.01.01.
2.06.06 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah bahan bacaan 
yang tersedia 

Jumlah bahan 
bacaan yang tersedia 
pada tahun 
bersangkutan 
 
 

bahan 
bacaan 

0 3 bahan 
bacaan  

7
.4

4
0
.0

0
0
   

5.01.01.
2.06.09 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah rapat rapat 
koordinasi dan 
konsultasi regional 
dan nasional yang 
diikuti 

Jumlah rapat rapat 
koordinasi dan 
konsultasi regional 
dan nasional yang 
diikuti pada tahun 
bersangkutan 
 

rakor 0 50 rakor 

1
5
4
.0

3
4
.0

0
0
   

5.01.01.
2.08 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

persentase penyediaan 
jasa penunjang 
urusan sesuai standar 

Jml penunjang 
urusan 
pemerintahan daerah 
yang tersedia/Jml  
layanan penunjang 
urusan 
pemerintahan  x 
100% 

% 100 100 

4
4
.8

9
5
.9

0
0
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Tujuan Sasaran Kode Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan Perangkat 
Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan/S
ub kegiatan  

Rumus Perhitungan Satuan Target Kinerja Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan dan Kerangka 

Pendanaan 

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 

Data Awal 2022 

2020 K Rp 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

5.01.01.
2.08.02 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah rekening yang 
terbayarkan (termasuk 
Listrik, air, telepon, 

internet) 

Jumlah rekening 
yang terbayarkan 
(termasuk Listrik, 

air, telepon, internet) 
pada tahun 
bersangkutan 
 

rekening 0 3 rekening 

4
3
.3

9
3
.5

0
0
   

5.01.01.
2.08.04 

  

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor 

jumlah iuran 
kebersihan yang 

terbayarkan, jumlah 
tenaga kebersihan 
yang terbayarkan (bagi 
OPD yang mempunyai 
tenaga outsorching) 

jumlah iuran 
kebersihan yang 

terbayarkan, jumlah 
tenaga kebersihan 
yang terbayarkan 
(bagi OPD yang 
mempunyai tenaga 
outsorching) pada 
tahun bersangkutan 

kali 0 12 kali 

1
.5

0
2
.4

0
0
 

  

 Jumlah tenaga 
penunjang 
perkantoran yang 
tersedia 

Jumlah tenaga 
penunjang 
perkantoran yang 
tersedia pada tahun 
bersangkutan 
 
 

orang 0 1 orang 

2
9
.2

5
0
.0

0
0
   

5.01.01.
2.09  

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase BMD yang 
terpelihara sesuai 
standar 

Jml  Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
terpelihara/Jml   
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  x 100% 

% 100 100 

3
2
8
.4

2
2
.8

0
0
   

5.01.01.
2.09.01 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah kendaraan 
dinas yang 
terbayarkan pajaknya 

Jumlah kendaraan 
dinas yang 
terbayarkan 
pajaknya pada tahun 
bersangkutan 

unit 0 14 unit 

8
2
.2

0
9
.4

0
0
 

  

Jumlah Kendaraan 
Dinas/Operasional 
terpelihara 

Jumlah Kendaraan 
Dinas/Operasional 
terpelihara pada 
tahun bersangkutan 

unit 0 5 unit   
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Tujuan Sasaran Kode Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan Perangkat 
Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan/S
ub kegiatan  

Rumus Perhitungan Satuan Target Kinerja Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan dan Kerangka 

Pendanaan 

Unit Kerja 
Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

jawab 

Lokasi 

Data Awal 2022 

2020 K Rp 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 

5.01.01.
2.09.06 

Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah peralatan 
gedung kantor yang 
terpelihara (termasuk 

komputer, laptop, PC, 
printer, TV, Scanner, 
Kamera, Fax) 

Jumlah peralatan 
gedung kantor yang 
terpelihara (termasuk 

komputer, laptop, 
PC, printer, TV, 
Scanner, Kamera, 
Fax) pada tahun 
bersangkutan 

jenis 0 10 jenis 

1
0
.4

7
4
.1

0
0
 

  

5.01.01.

2.09.09 

Pemeliharaan/Rehab

ilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah bangunan 

kantor yang 
terpelihara (termasuk 
pengecatan) 

Jumlah bangunan 

kantor yang 
terpelihara (termasuk 
pengecatan) pada 
tahun bersangkutan 
 
 

unit 0 1 unit 

2
2
1
.1

4
0
.0

0
0
   

5.01.01.
2.09.10 

Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah jenis 
perlengkapan gedung 
kantor yang 
terpelihara  (termasuk 
AC, Exaust fan, kipas 
angin yang menempel 
di dinding,  mebelair) 

Jumlah jenis 
perlengkapan gedung 
kantor yang 
terpelihara  
(termasuk AC, 
Exaust fan, kipas 
angin yang 
menempel di dinding,  
mebelair) pada tahun 
bersangkutan 

jenis 0 10 jenis 

1
4
.5

9
9
.3

0
0
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TABEL 6.2 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KOTA BLITAR TAHUN 2023 - 2026 

 

Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 

Perhitungan 

Satu

an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

Mening
katnya 
kapasit
as 
ketang
guhan 
terhad
ap 
bencan
a 

  

  
  
  

Mening
katnya 
Kapasit
as 
Daerah 
dalam 
Mengh
adapi 
Bencan
a 
  

  
  
  

   Indikator Tujuan :                 

  

           

   Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD) 

Nilai Indeks angk
a 

  0,
5
8 

  0,60   0,62   0,65   0,65      

   Indikator 
Sasaran: 

                             

   Indeks Kapasitas 
Daerah 

Nilai Indeks angk
a 

  0,
5
5 

  0,57   0,59   0,61   0,61      

1.05.03 Program 
Penanggulang

an bencana 

Persentase SDM 
penanganan 

bencana yang 
terlatih 

Jumlah SDM 
penanganan 

bencana yang 
terlatih : Jumlah 
SDM penanganan 
bencana x 100% 
 
 

% NA 9
2 

1
.2

8
9
.4

8
1
.3

0
1
 93 

1
.3

5
3
.9

5
5
.3

6
6
 94 

1
.4

2
1
.6

5
3
.1

3
4
 95 

1
.4

9
2
.7

3
5
.7

9
1
 95 

5
.5

5
7
.8

2
5
.5

9
2
 Bid. 

PKL 

Bid. 
RKK  

Kota 
Blitar 

      Jumlah 
Kelurahan 
Tangguh Bencana 
Kategori Madya 

Jumlah 
Kelurahan 
Tangguh Bencana 
dengan predikat 
Kategori Madya 
yang dibentuk 
pada tahun 
bersangkutan 

kelur
ahan 

1 2   2   3   3   3       

      Persentase 
kelengkapan 
sarana prasarana 
pendukung 
penanganan 
bencana 

jml jenis sarpras 
kebencanaan 
yang dimiliki/jml 
sarpras 
kebencanaan yg 
wajib dimiliki x 
100% 

% NA 5
0 

  60   70   80   80       

  
 

    Persentase 
kecepatan respon 
kurang dari 24 
jam untuk setiap 

jml status darurat 
bencana dengan 
kecepatan respon 
kurang dari 24 

% NA 1
0
0 

  100   100   100   100       



2439 

 

  

Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

status darurat 
bencana 

jam  : jumlah 
status darurat 
bencana x 100% 

  1.05.03.
2.01 

Pelayanan 
Informasi 
Rawan 
Bencanaa 
Kabupaten / 
Kota  

Persentase Warga 
Negara  yang 
memperoleh 
layanan informasi 
rawan bencana   

Jumlah Warga 
Kota Blitar yang 
memperoleh 
layanan informasi 
rawan bencana : 
Jumlah Warga 
Kota Blitar x 
100% 

% NA 1
0
0 

2
7
1
.3

1
0
.7

0
0
 100 

2
5
0
.9

9
3
.7

8
1
 100 

2
6
3
.3

3
2
.4

7
0
 100 

2
7
6
.4

8
2
.4

7
0
 100 

1
.0

6
2
.1

1
9
.4

2
1
   

  1.05.03.
2.01.02 

Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Ko
ta (Per Jenis 
Bencana) 

Jumlah orang 
yang 
mendapatkan 
sosialisasi, 
komunikasi, 
informasi dan 
edukasi (KIE) 
rawan bencana 
Kabupaten/Kota 

(per jenis 
bencana) secara 
tatap muka 
kepada penduduk 
yang tinggal di 
daerah rawan 
bencana sesuai 
jenis ancaman 
yang ada di 
Kawasan tempat 
tinggalnya 

Jumlah orang 
yang 
mendapatkan 
sosialisasi, 
komunikasi, 
informasi dan 
edukasi (KIE) 
rawan bencana 
Kabupaten/Kota 

(per jenis 
bencana) secara 
tatap muka 
kepada penduduk 
yang tinggal di 
daerah rawan 
bencana sesuai 
jenis ancaman 
yang ada di 
Kawasan tempat 
tinggalnya pada 
tahun 

bersangkutan 

oran
g 

NA 9
5
0  

2
7
1
.3

1
0
.7

0
0
 

950  

2
5
0
.9

9
3
.7

8
1
 950  

2
6
3
.3

3
2
.4

7
0
 950  

2
7
6
.4

8
2
.4

7
0
 3.800  

1
.0

6
2
.1

1
9
.4

2
1
 Bid. 

PKL 
 

    1.05.03.
2.02 

Pelayanan 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 

Bencana 

Persentase 
Pelayanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
terhadap bencana 

Jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan 
pencegahan dan 

kesiapsiagaan 
terhadap bencana 
: jumlah warga 

% NA 1
0
0 

5
8
5
.6

6
3
.8

0
1
 100 

6
9
0
.9

8
3
.1

8
5
 100 

7
2
5
.4

2
3
.2

6
4
 100 

7
6
1
.7

1
1
.1

2
1
 100 

2
.7

6
3
.7

8
1
.3

7
1
    



2440 

 

  

Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

negara yang 
berada di 
Kawasan rawan 
bencana 

    1.05.03.
2.02.02 

Pelatihan 
Pencegahan 
dan Mitigasi 
Bencana 
Kabupaten/Ko
ta 

Jumlah warga 
negara dan 
aparatur yang 
mengikuti 
pelatihan 
pencegahan dan 
mitigasi bencana 

Jumlah warga 
negara dan 
aparatur yang 
mengikuti 
pelatihan 
pencegahan dan 
mitigasi bencana 
pada tahun 
bersangkutan 

oran
g 

300 9
0  

1
6
6
.9

6
7
.6

0
1
 90 

1
5
3
.9

9
7
.0

0
0
 100  

1
6
1
.6

1
4
.7

0
0
 100  

1
6
9
.6

9
5
.7

2
1
 380  

6
5
2
.2

7
5
.0

2
2
  Bid. 

PKL 
  

  1.05.03.
2.02.03 

Pengendalian 
Operasi dan 
Penyediaan 
Sarana 
Prasarana 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 

Bencana 
Kabupaten/Ko
ta 

Jumlah dokumen 
hasil 
Pengendalian 
Operasi dan 
Penyediaan 
Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan 

Terhadap 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 
hasil 
Pengendalian 
Operasi dan 
Penyediaan 
Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan 

Terhadap 
Bencana 
Kabupaten/Kota 
pada tahun 
bersangkutan 

doku
men 

0 1
2 

2
6
0
.7

9
6
.2

0
0
 12 

2
5
2
.9

9
1
.7

8
5
 12 

2
6
5
.1

5
2
.5

0
0
 12 

2
7
8
.4

1
0
.1

0
0
 48 

1
.0

5
7
.3

5
0
.5

8
5
 Bid. 

PKL 
 

  1.05.03.

2.02.06 

Penguatan 

kapasitas 
kawasan 
untuk 
pencegahan 
dan 
kesiapsiagaan 

Jumlah Kawasan 

yang ditingkatkan 
kapasitasnya 
dalam 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
bencana  

Jumlah Kawasan 

yang ditingkatkan 
kapasitasnya 
dalam 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
bencana pada 
tahun 
bersangkutan 

kawa

san 

0 2

1  

1
5
7
.9

0
0
.0

0
0
 21  

1
4
4
.9

9
5
.0

0
0
 21  

1
5
2
.7

5
2
.3

6
4
 21  

1
6
0
.3

8
9
.8

0
0
 84  

6
1
6
.0

3
7
.1

6
4
 Bid 

PKL 

 

  1.05.03.
2.02.08 

Pengembanga
n Kapasitas 
Tim Reaksi 
Cepat (TRC) 
Bencana 
Kabupaten / 
Kota 

Jumlah Personil 
TRC yang 
Dikembangkan 
Kapasitas Teknis 
dan 
Manajerialnya 

Jumlah Personil 
TRC yang 
Dikembangkan 
Kapasitas Teknis 
dan 
Manajerialnya 
pada tahun 

oran
g 

0 0 0 6  

1
3
8
.9

9
9
.4

0
0
 6  

1
4
5
.9

0
3
.7

0
0
 6  

1
5
3
.2

1
5
.5

0
0
 18  

4
3
8
.1

1
8
.6

0
0
 Bid. 

KRR 
 



2441 

 

  

Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

bersangkutan  

    1.05.03.

2.03 

Pelayanan 

Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban 
Bencana 

Persentase 

Pelayanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban Bencana 

Jumlah Korban 

kejadian Bencana 
yang 
mendapatkan 
Pelayanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban Bencana  
: Jumlah korban 
kejadian Bencana 
x 100% 

% NA 1

0
0 

2
5
0
.6

0
6
.8

0
0
 100 

2
4
1
.9

8
8
.4

0
0
 100 

2
5
4
.4

0
7
.9

0
0
 100 

2
6
7
.1

2
8
.3

0
0
 100  

1
.0

1
4
.1

3
1
.4

0
0
     

    1.05.03.
2.03.04 

Penyediaan 
Logistik 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban 
Bencana 
Kabupaten/Ko
ta 

Jumlah Korban 
Bencana  yang 
mendapatkan 
distribusi logistik 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban bencana  

Jumlah Korban 
Bencana  yang 
mendapatkan 
distribusi logistik 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban bencana 
pada tahun 

bersangkutan 

oran
g 

19 
jenis 

5
0 

2
5
0
.6

0
6
.8

0
0
 50 

2
4
1
.9

8
8
.4

0
0
 50 

2
5
4
.4

0
7
.9

0
0
 50 

2
6
7
.1

2
8
.3

0
0
 200 

1
.0

1
4
.1

3
1
.4

0
0
 

 Bid. 
KRR 

  

    1.05.03.
2.04 

Penataan 
Sistem Dasar 
Penanggulang
an Bencana 

Persentase 
dokumen 
penataan Sistem 
Dasar 
Penanggulangan 

Bencana yang 
Tersusun 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jmlah dokumen 
penataan Sistem 
Dasar 
penanggulangan 
bencana yang 

telah tersusun/ 
jumlah dokumen 
penataan Sistem 
Dasar 
penanggulangan 
bencana yg 
seharusnya 
disusun x 100% 
 

% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,5 1
0
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1
8
1
.9

0
0
.0

0
0
 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1
6
9
.9

9
0
.0

0
0
 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
7
8
.4

8
9
.5

0
0
 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
8
7
.4

1
3
.9

0
0
 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7
1
7
.7

9
3
.4

0
0
     



2442 

 

  

Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

    1.05.03.
2.04.03 

Kerjasama 
Antar 
Lembaga dan 
Kemitraan 
dalam 
Penanggulang
an Bencana 
Kabupaten/Ko

ta 

Jumlah dokumen 
Kerjasama Antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

Jumlah dokumen 
Kerjasama Antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana pada 
tahun 
bersangkutan 

doku
men 

1 1  

1
8
1
.9

0
0
.0

0
0
 1  

1
6
9
.9

9
0
.0

0
0
 1  

1
7
8
.4

8
9
.5

0
0
 1  

1
8
7
.4

1
3
.9

0
0
 4  

7
1
7
.7

9
3
.4

0
0
  Bid. 

PKL 
  

Mening
katnya 
Tata 
Kelola 
Perang

kat 
Daerah 

Mening
katnya 
Kinerja 
Perang
kat 

Daerah 

  Indikator 
Sasaran: 

                              

  Nilai SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Perangkat Daerah 

Hasil Nilai Sakip 
PD 

 nilai   A 
(8
0) 

  A (80)   A (80)   A (80)   A (80)  A(80)     

5.01.01  Program 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 
Kabupaten/Ko
ta 
 
 
 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Indeks baik  8
0 

5
.0

1
4
.3

3
6
.4

6
4
 80,50 

(Baik) 

5
.7

6
4
.5

5
3
.2

8
8
 80,55 

(Baik) 

5
.5

2
7
.2

8
0
.9

5
2
 80,60 

(Baik) 

5
.3

0
3
.1

4
5
.0

0
0
 80,60 

(Baik) 

2
1
.6

0
9
.3

1
5
.7

0
4
  Sekre

tariat 
  

5.01.01.
2.01  

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan dan 
pelaporan yang 
tepat waktu dan 
sesuai standar 

Jml dok 
perencanaan  dan 
pelaporan 
tersusun tepat 
waktu dan sesuai 
standar /Jml dok 
perencanaan dan 
pelaporan yang 

harus tersusun  x 
100% 

% 100 1
0
0 

5
4
.7

5
2
.3

0
0
 100 

5
9
.5

5
2
.5

0
0
 100 

6
0
.3

3
0
.0

0
0
 100 

6
0
.3

3
0
.0

0
0
 100 

2
3
4
.9

6
4
.8

0
0
     



2443 

 

  

Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

5.01.01.
2.01.01 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan  
Perangkat Daerah 

Jumlah jenis 
dokumen  
perencanaan 
perangkat daerah 
yang telah 
disusun pada 
tahun 
bersangkutan 

doku
men 

0 1
2 

9
.3

8
2
.4

0
0
 12 

9
.6

4
5
.7

0
0
 12 

9
.9

2
7
.9

0
0
 12 

9
.9

2
7
.9

0
0
 48 

3
8
.8

8
3
.9

0
0
     

5.01.01.
2.01.06 

Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 

Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 
pada tahun 
bersangkutan 

lapor
an 

0 2
0  

4
5
.3

6
9
.9

0
0
 20  

4
9
.9

0
6
.8

0
0
 20 

5
0
.4

0
2
.1

0
0
 20 

5
0
.4

0
2
.1

0
0
 80 

1
9
6
.0

8
0
.9

0
0
     

5.01.01.
2.02  

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
keuangan 
perangkat daerah 
sesuai standar 

Jml pelayanan 
administrasi 
keuangan 
perangkat daerah 
yang sesuai 
standar /Jml 
pelayanan 
administrasi 
keuangan 
perangkat daerah  

x 100% 

% 100 1
0
0 

3
.1

7
6
.9

0
9
.1

3
1
 100 

3
.3

3
6
.1

8
4
.5

1
3
 100 

3
.5

0
2
.9

9
3
.7

1
3
 100 

3
.5

0
2
.9

9
3
.7

1
3
 100 

1
3
.5

1
9
.0

8
1
.0

7
0
     



2444 

 

  

Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

5.01.01.
2.02.01 

Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Jumlah orang 
yang menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah orang 
yang menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 
pada tahun 
bersangkutan 
 
 

 

Oran
g/ 
bula
n 

0 2
5  
 

3
.1

6
8
.3

2
3
.6

3
1
 25  

 

3
.3

2
6
.7

4
0
.4

6
3
 25  

 

3
.4

9
3
.0

7
7
.4

6
3
 25  

 

3
.4

9
3
.0

7
7
.4

6
3
 100  

 

 

1
3
.4

8
1
.2

1
9
.0

2
0
 

         

5.01.01.
2.02.07  

Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triw
ulanan/Semes
teran SKPD 

Jumlah laporan 
keuangan 
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran 
SKPD dan 

laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran 
SKPD 

Jumlah laporan 
keuangan 
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran 
SKPD dan 

laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwula
nan/Semesteran 
SKPD pada tahun 
bersangkutan 

lapor
an 

0 5  

8
.5

8
5
.5

0
0
 5 

9
.4

4
4
.0

5
0
 5  

9
.9

1
6
.2

5
0
 5  

9
.9

1
6
.2

5
0
 20 

3
7
.8

6
2
.0

5
0
     

5.01.01.
2.05 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 
yang sesuai 
standar 

Jml pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 
yang sesuai 
standar /Jml 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

perangkat daerah  
x 100% 

% 100 1
0
0 

1
7
6
.3

3
6
.9

0
0
 100 

1
8
9
.6

4
7
.3

0
0
 100 

1
9
2
.1

2
9
.6

0
0
 100 

1
9
2
.1

2
9
.6

0
0
 100 

7
5
0
.2

4
3
.4

0
0
     

5.01.01.
2.05.02 

Pengadaan 
Pakaian Dinas 
beserta 
Atribut 

Kelengkapann
ya 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

pada tahun 
bersangkutan 
 

pake
t 

0 3  

8
6
.0

4
3
.0

0
0
 3  

9
4
.6

4
7
.3

0
0
 3  

9
5
.3

7
9
.6

0
0
 3  

9
5
.3

7
9
.6

0
0
 12  

3
7
1
.4

4
9
.5

0
0
   

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


2445 

 

  

Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

5.01.01.
2.05.10  

Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan 

Jumlah Orang 
yang mengikuti 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan 

Jumlah Orang 
yang mengikuti 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan pada 
tahun 
bersangkutan 

oran
g 

0 2
5  

9
0
.2

9
3
.9

0
0
 25  

9
5
.0

0
0
.0

0
0
 25  

9
6
.7

5
0
.0

0
0
 25  

9
6
.7

5
0
.0

0
0
 100  

3
7
8
.7

9
3
.9

0
0
     

5.01.01.
2.06 

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
ketersediaan 
administrasi 
umum perangkat 
daerah sesuai 
standar 

Jml administrasi 
umum perangkat 
daerah yang 
tersedia sesuai 
standar /Jml 
administrasi 

umum perangkat 
daerah yang 
harus tersedia  x 
100% 

% 100 1
0
0 

3
7
0
.9

9
8
.7

0
0
 100 

4
0
2
.8

6
7
.7

0
0
 100 

4
0
8
.7

5
5
.3

5
0
 100 

4
0
8
.7

5
5
.3

5
0
 100 

1
.5

9
1
.3

7
7
.1

0
0
     

5.01.01.
2.06.01 

Penyediaan 
Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penera
ngan 
Bangunan 
Kantor 

Jumlah paket 
komponen 

instalasi 
listrik/peneranga
n bangunan 
kantor yang 
disediakan 

Jumlah paket 
komponen 

instalasi 
listrik/peneranga
n bangunan 
kantor yang 
disediakan pada 
tahun 
bersangkutan 

pake
t 

0 1  

2
2
.9

5
2
.3

0
0
 1  

2
4
.0

9
9
.9

0
0
 1  

2
5
.3

0
4
.8

0
0
 1  

2
5
.3

0
4
.8

0
0
 4  

9
7
.6

6
1
.8

0
0
     

5.01.01.
2.06.02 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
disediakan 

Jumlah paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
disediakan pada 
tahun 
bersangkutan 

pake
t 

0 3  

3
7
.0

9
6
.4

0
0
 3  

4
4
.5

1
5
.6

0
0
 3  

4
5
.7

4
1
.3

8
0
 3  

4
5
.7

4
1
.3

8
0
 12  

1
7
3
.0

9
4
.7

6
0
     

5.01.01.
2.06.03 

Penyediaan 
Peralatan 
Rumah 
Tangga 

Jumlah paket 
peralatan rumah 
tangga yang 
disediakan 

Jumlah paket 
peralatan rumah 
tangga yang 
tersedia pada 
tahun 
bersangkutan 
 

pake
t 

0 3  

6
1
.1

9
6
.6

0
0
 3  

6
7
.4

6
9
.2

5
0
 3  

6
8
.8

4
2
.7

0
0
 3  

6
8
.8

4
2
.7

0
0
 12  

2
6
6
.3

5
1
.2

5
0
     

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

5.01.01.
2.06.04 

Penyediaan 
Bahan 
Logistik 
Kantor 

Jumlah paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
disediakan 

Jumlah paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
disediakan pada 
tahun 
bersangkutan 
 
 

pake
t 

0 8  

4
7
.8

3
6
.6

5
0
 8  

5
2
.7

3
9
.9

0
0
 8  

5
3
.3

7
6
.8

0
0
 8  

5
3
.3

7
6
.8

0
0
 32  

2
0
7
.3

3
0
.1

5
0
     

5.01.01.
2.06.05 

Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah paket 
barang cetakan 
dan penggandaan 
yang disediakan 

Jumlah paket 
barang cetakan 
dan penggandaan 
yang disediakan 
pada tahun 
bersangkutan 

pake
t 

0 1  

4
1
.0

0
3
.9

0 0
 1  

4
4
.8

6
7
.3

5 0
 1  

4
5
.1

5
5
.1

8 5
 1  

4
5
.1

5
5
.1

8 5
 4  

1
7
6
.1

8
1
.6

2
0
 

    

5.01.01.
2.06.06 

Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah dokumen 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
disediakan 

Jumlah dokumen 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
disediakan pada 

tahun 
bersangkutan 

doku
men 

0 2
4  

5
.7

7
1
.8

5
0
 24  

7
.4

4
0
.0

0
0
 24  

7
.5

1
2
.0

0
0
 24  

7
.5

1
2
.0

0
0
 96  

2
8
.2

3
5
.8

5
0
     

5.01.01.
2.06.09 

Penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi 
dan 

Konsultasi 
SKPD 

Jumlah laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

SKPD pada tahun 
bersangkutan 
 

lapor
an 

0 5
0  

1
5
5
.1

4
1
.0

0
0
 50 

1
6
1
.7

3
5
.7

0
0
 50 

1
6
2
.8

2
2
.4

8
5
 50 

1
6
2
.8

2
2
.4

8
5
 200 

6
4
2
.5

2
1
.6

7
0
     

5.01.01.
2.07 

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase  
Penyediaan BMD 
Penunjang 

Urusan sesuai 
kebutuhan  

Jml BMD 
Penunjang 
Urusan sesuai 

kebutuhan yang 
tersedia /Jml 
BMD yang harus 
tersedia  x 100% 

% 100 1
0
0 

7
5
6
.0

7
4
.6

8
3
 100 

8
5
0
.6

1
2
.8

0
0
 100 

5
1
9
.3

4
9
.5

8
1
 100 

2
9
4
.2

1
3
.6

2
9
 100 

2
.4

2
0
.2

5
0
.6

9 3
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Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

5.01.01.
2.07.02 

Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
disediakan  

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
disediakan pada 
tahun 
bersangkutan 

unit 0 0 0 0 0 2  

4
5
5
.5

6
2
.0

8
1
 0 0 2  

4
5
5
.5

6
2
.0

8
1
     

5.01.01.
2.07.05 

Pengadaan 
Mebel 

Jumlah Paket 
Mebel yang 
disediakan  

Jumlah Paket 
Mebel yang 
disediakan pada 
tahun 
bersangkutan 
 
 

unit 0 4 

2
7
.1

1
4
.8

5
0
 0 0 0 0 4  

5
0
.0

0
0
.0

0
0
 8  

7
7
.1

1
5
.8

5
0
   

5.01.01.
2.07.06 

Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang disediakan  

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang disediakan  
pada tahun 
bersangkutan 

 
 

unit 0 2
2  

7
2
8
.9

5
9
.8

3
3
 

2 

5
0
.0

0
0
.0

0
0
 0 0 8 

2
4
4
.2

1
3
.6

2
9
 32 

1
.0

2
3
.1

7
3
.4

6
2
   

5.01.01.
2.07.07 

Pengadaan 
Aset Tetap 
Lainnya 

Jumlah Unit Aset 
Tetap Lainnya 
yang disediakan 

Jumlah Unit Aset 
Tetap Lainnya 
yang disediakan 
pada tahun 

bersangkutan 
 
 

unit 0 0 0 10 

2
5
.7

7
6
.4

0
0
 0 0 0 0 10 

2
5
.7

7
6
.4

0
0
   

5.01.01.
2.07.08 

Pengadaan 
Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah Unit Aset 
Tak Berwujud 
yang disediakan 

Jumlah Unit Aset 
Tak Berwujud 
yang disediakan 

pada tahun 
bersangkutan 
 
 

unit 0 0 0 0 0 1  

6
3
.7

8
7
.5

0
0
 0 0 1  

6
3
.7

8
7
.5

0
0
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Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

5.01.01.
2.07.09 

Pengadaan 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya  

Jumlah Unit 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
disediakan  

Jumlah Unit 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
disediakan pada 
tahun 
bersangkutan 

unit 0 0 0 1 

5
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 0 0 0 0 1  

5
0
0
.0

0
0
.0

0
0
   

5.01.01.
2.07.11 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 

Lainnya  

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 

disediakan  

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 

disediakan pada 
tahun 
bersangkutan 

unit 0 0 0 2 

2
7
4
.8

3
6
.4

0
0
 0 0 0 0 2 

2
7
4
.8

3
6
.4

0
0
   

5.01.01.
2.08 

Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

persentase 
penyediaan jasa 
penunjang 

urusan sesuai 
standar 

Jml penunjang 
urusan 
pemerintahan 

daerah yang 
tersedia sesuai 
standar/Jml  
layanan 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
yang disediakan  
x 100% 

% 100 1
0
0 

3
0
2
.5

9
7
.3

5
0
 100 

3
3
6
.0

7
9
.6

0
0
 100 

3
3
7
.8

8
3
.5

0
0
 100 

3
3
7
.8

8
3
.5

0
0
 100 

1
.3

1
4
.4

4
3
.9

5
0
   

5.01.01.
2.08.02 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
disediakan 

Jumlah laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
disediakan pada 
tahun 
bersangkutan 

lapor
an 

0 3
6  

4
4
.7

1
3
.5

0
0
 36  

5
1
.9

1
6
.2

0
0
 36  

5
2
.5

1
2
.0

0
0
 36  

5
2
.5

1
2
.0

0
0
 144  

2
0
1
.6

5
3
.7

0
0
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Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

5.01.01.
2.08.04 

Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

jumlah laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
disediakan 

jumlah laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
disediakan pada 
tahun 
bersangkutan 

lapor
an 

0 1
3  

2
5
7
.8

8
3
.8

5
0
 13  

2
8
4
.1

6
3
.4

0
0
 13  

2
8
5
.3

7
1
.5

0
0
 13  

2
8
5
.3

7
1
.5

0
0
 52  

1
.1

1
2
.7

9
0
.2

5 0
     

5.01.01.
2.09  

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase BMD 
yang terpelihara 
sesuai standar 

Jml  Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
terpelihara/Jml   

Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  x 100% 

% 100 1
0
0 

1
7
6
.6

6
7
.4

0
0
 100 

5
8
9
.6

0
8
.8

7
5
 100 

5
0
5
.8

3
9
.2

0
8
 100 

5
0
6
.8

3
9
.2

0
8
 100 

1
.7

7
8
.9

5
4
.6

9
1
     

5.01.01.
2.09.01 

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak, dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
lapangan yang 
dipelihara dan 
dibayarkan pajak 
dan perizinannya 

Jumlah 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
lapangan yang 
dipelihara dan 
dibayarkan pajak 
dan perizinannya 
pada tahun 
bersangkutan 

unit 0 1
5  

1
5
4
.4

4
2
.2

0
0
 15  

1
6
9
.8

8
6
.4

0
0
 15  

1
7
0
.3

8
0
.7

0
0
 15  

1
7
1
.3

8
0
.7

0
0
 60  

6
6
6
.0

9
0
.0

0
0
     

5.01.01.
2.09.05 

Pemeliharaan 
Mebel  

Jumlah Mebel 
yang dipelihara 
 
 
 
 

Jumlah Mebel 
yang dipelihara 
pada tahun 
bersangkutan 

unit 0 2
0  

6
.5

0
3
.5

0
0
 20 

7
.8

2
8
.6

7
5
. 20 

8
.2

2
0
.1

0
8
 20  

8
.2

2
0
.1

0
8
 80 

3
0
.7

7
2
.3

9 1
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Tujuan 
Sasara

n 
Kode 

Program/ 
Kegiatan/Sub 

Kegiatan  
Perangkat 

Daerah 

Indikator Kinerja 
Tujuan, sasaran, 

Program/Kegiatan
/Sub kegiatan 

Rumus 
Perhitungan 

Satu
an 

 
Target Kinerja program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan 

Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir 

Periode Renstra 
Perangkat 

Daerah 

Unit 
Kerja 
Peran
gkat 

Daera
h 

Penan
ggung 
jawab 

Loka
si 

Data 
Awal 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026  
  

2020 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 
  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 

5.01.01.
2.09.06 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah peralatan 
dan Mesin 
Lainnya yang 
dipelihara 

Jumlah peralatan 
dan Mesin 
Lainnya yang 
dipelihara pada 
tahun 
bersangkutan 
 

unit 0 3
7  

1
5
.7

2
1
.7

0
0
0
 37  

2
6
.8

9
3
.8

0
0
 37  

2
7
.2

3
8
.4

0
0
 37  

2
7
.2

3
8
.4

0
0
 148 

9
7
.0

9
2
.3

0
0
     

5.01.01.
2.09.09 

Pemeliharaan
/Rehabilitasi 
Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung 
kantor dan 
bangunan lainnya 
yang 
dipelihara/direha
bilitasi 

Jumlah Gedung 
kantor dan 
bangunan lainnya 
yang 
dipelihara/direha
bilitasi pada 
tahun 

bersangkutan 

unit 0 0 0 1 

2
8
5
.0

0
0
.0

0
0
 1 

2
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 1  

2
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 3 

6
8
5
.0

0
0
.0

0
0
     

5.01.01.
2.09.10 

Pemeliharaan
/ Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung 

Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 
 

Jumlah  Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/direha
bilitasi 

Jumlah  Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/direha
bilitasi pada 
tahun 
bersangkutan 

Unit 0 0 0 2 

1
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 2 

1
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 2 

1
0
0
.0

0
0
.0

0
0
 6 

3
0
0
.0

0
0
.0

0
0
     

 



2451 

 

  

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR 

 

 

Berdasarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, maka 

Pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026 berangkat dari landasan visi “Kota 

Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi 

tersebut, maka terdapat beberapa misi, dimana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar berada pada misi ke-4 (empat) yaitu “ 

Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan 

Hidup dan Berkeadilan” misi tersebut bertujuan untuk meningkatnya 

kualitas lingkungan hidup. Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi 

pembangunan Kota Blitar 2021 – 2026 tersebut, maka Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menentukan Indikator Kinerja 

OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan 

Jangka Menegah sebagaimana tabel Indikator Kinerja OPD yang mengacu 

pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

sebagaimana tabel berikut ini. 
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar  yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 
 Tahun 2021 - 2026 

 
No Uraian Indikator Rumus 

Perhitungan 
Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 

Periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja pada 

akhir periode 

RPJMD 

Tahun  Tahun  Tahun  Tahun  Tahun  Tahun  

0 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2)   (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Tujuan:          

Meningkatnya 

kapasitas 

ketangguhan 

terhadap bencana 

Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD) 

Nilai Indeks  0,56 0,58 0,60 0,62 0,65 0,65 

2 Sasaran :          

Meningkatnya 

Kapasitas Daerah 
dalam Menghadapi 

Bencana 

Indeks Kapasitas 

Daerah 

Nilai Indeks  0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,61 

3 Program          

3.1 Program 

Penanggulangan 

bencana 

Persentase SDM 

penanganan 

bencana yang 
terlatih 

Jumlah SDM 

penanganan 

bencana yang 
terlatih : Jumlah 

SDM penanganan 

bencana x 100% 

NA 91 92 93 94 95 95 

Jumlah Kelurahan 

Tangguh Bencana 
Kategori Madya 

Jumlah Kelurahan 

Tangguh Bencana 
dengan predikat 

Kategori Madya 

yang dibentuk 
pada tahun 

bersangkutan 

 

NA 1 2 2 3 3 3 
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No Uraian Indikator Rumus 

Perhitungan 

Kondisi 

Kinerja 
Pada Awal 

Periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 

Kinerja pada 
akhir periode 

RPJMD 

Tahun  Tahun  Tahun  Tahun  Tahun  Tahun  

0 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2)   (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  Persentase 
kelengkapan sarana 

prasarana 

pendukung 
penanganan 

bencana 

jml jenis sarpras 
kebencanaan yang 

dimiliki/jml 

sarpras 
kebencanaan yg 

wajib dimiliki x 

100% 

NA 40 50 60 70 80 80 

  Persentase 

kecepatan respon 
kurang dari 24 jam 

untuk setiap status 

darurat bencana 

jml status darurat 

bencana dengan 
kecepatan respon 

kurang dari 24 jam  

: jumlah status 
darurat bencana x 

100% 

NA 100 100 100 100 100 100 

3.5 Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Nilai Survei 

Kepuasan 

Masyarakat (Skm) 

Nilai Indeks 88,6 

(sangat 

baik) 

79 

(baik) 

80 

(baik) 

80,50 

(baik) 

88,55 

(baik) 

80,60 

(baik) 

80,60 (baik) 

 
Sedangkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar aja dapat dilihat pada Tabel 

7.2  sebagai berikut: 
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Tabel 7.2 

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 

Tahun 2022 – 2026 

 

No 
Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Rumus Perhitungan 

Target 

 

2022 
 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam 
Menghadapi Bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah 

Nilai Indeks 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 

 

 
 

 



2455 

 

  

BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 

Tahun 2014  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah  yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen 

perencanaan Satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 ( Lima ) tahun. 

Perubahan Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan , program 

dan kegiatan selama Tahun 2021 – 2026 yang disusun sesuai dengan tugas 

dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat 

indikatif. 

       Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar 

dan disahkan dengan keputusan kepala Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Blitar. Perubahan Rencana Strategis dimaksud merupakan 

pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja ( 

Renja ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Selain itu, 

perubahan rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. 

       Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, 

sasaran dan tujuan bagi aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Blitar dalam melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan 

pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat. Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan 

komitmen seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program 

dan kegiatan yang telah disusun  sehingga diharapkan seluruh aparat dapat 

melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. 

      Perlu disampaikan bahwa Perubahan Rencana Strategis ini telah 

diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan 

jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan  pembangunan di 

Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaanya sangat dipengaruhi oleh 

dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan 
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Perubahan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreatifitas, dan 

respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian 

dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam 

pelaksanaanya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan 

tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar maka dokumen 

perubahan rencana strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku. 

      Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja 

bagi sekretariat dan bidang–bidang dilingkungan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus 

melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan 

peningkatan capaian kinerja. 

 

 


